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PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 
 

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 

Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan 

Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum 

dilingkungannya; bahwa berdasarkan  ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan menyediakan informasi publik yang 

akurat, benar, dan tidak menyesatkan; bahwa dengan adanya perubahan Tim Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 

perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tentang 

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong; 

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini adalah : 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

218); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-

Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota; 

 

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022. 

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 19/TIK.01-Kpt/1707/KPU-

Kab/XII/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Lampiran 4 halaman. 

 

jdih.kpu.go.id/bengkulu/lebong


